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A. Latar Belakang Penelitian 
Perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar satu diantara lima 
orang berusia 15-24 tahun, hampir mencapai 18% dari populasi dunia. Meski 
proporsi dari pemuda di dunia cenderung menurun di tahun 2025 diramalkan akan 
turun menjadi 16%, angka absolut terus bertambah sampai memasuki abad 21. 
Mayoritas pemuda (85%) hidup di negara-negara berkembang, dengan sekitar 
60% di Asia. Pada 2020, jumlah kaum muda di negara berkembang akan 
meningkat menjadi sekitar 89% (ILO, 2003; Hopma & Sergeant, 2015). 
Konsekuensi dari kondisi tersebut, pemuda akan menghadapi tantangan sosial-
ekonomi yang berat, seperti tingkat pengangguran yang terus berlanjut, bahkan 
meningkat, terutama di negara-negara berkembang. Meski pengalaman pemuda di 
negara maju dan di negara berkembang tidak selalu sama, pemuda sama-sama 
menghadapi berbagai persoalan umum dan ketidakpastian masa depan, seperti 
prospek pekerjaan yang terbatas. 
Ketersediaan lapangan kerja masih menjadi masalah yang terus berlanjut, 
baik di negara-negara maju maupun berkembang. International Labour 
Organization (ILO) memperkirakan, lebih dari 70 juta kaum muda di seluruh 
dunia menganggur, dengan sekitar 80% berusia antara 15 hingga 24 tahun (ILO, 
2003; Sziraczki, G., & Reerink, A., 2004). Masalah pengangguran di Indonesia 
masih menjadi masalah utama pembangunan, tingkat pengangguran pemuda ini 
sekitar 23% di pedesaan dan 33% di daerah perkotaan (Sziraczki, G., & Reerink, 
A., 2004). Secara nasional menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik, jumlah 
angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2017 mencapai 131,55 juta orang, 
dimana yang bekerja adalah 124,54 juta orang dan yang menganggur mencapai 
7,01 juta orang atau 5,33 persen dari total angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 
2017). Sementara jika dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja menurut 
pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk semua golongan pendidikan dalam 
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Tabel 1. 1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan 
Tertinggi yang Ditamatkan tahun  2015–2017(dalam juta orang) 
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan 2015 2016 2017 
SD ke bawah 54,61 51,43 52,59 
Sekolah Menengah Pertama 21,47 21,48 22,62 
Sekolah Menengah Atas 19,81 20,71 20,52 
Sekolah Menengah Kejuruan 11,80 12,34 13,54 
Diploma I/II/III 3,14 3,20 3,68 
Universitas 10,02 10,49 11,59 
Jumlah 120,85 120,65 124,54 
Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 87 Agustus 2017 (Badan Pusat 
Statistik, 2017) 
Data pada Tabel 1. 1 memperlihatkan bahwa penyerapan tenaga kerja 
masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah yaitu pendidikan SD ke 
bawah. Namun demikian dalam tiga tahun terakhir (tahun 2015 sampai 2017) 
terdapat kecenderungan menurunnya penyerapan tenaga kerja berpendidikan 
rendah (SD ke bawah) dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja berpendidikan 
SMA, SMK, dan Universitas, sementara yang berpendidikan SMP dan Diploma 
relatif tetap. Kecenderungan meningkatnya tenaga kerja berpendidikan 
SMA/SMK dan PT tersebut merupakan hal yang menggembirakan. Terkait 
dengan ini diproyeksikan bahwa komposisi tenaga kerja Indonesia pada 2025 
akan berubah, di mana lebih dari seratus juta penduduk yang bekerja dan memiliki 
pendidikan lebih baik, hanya 25% tenaga kerja yang berpendidikan SD dan SMP 
dan lebih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK sekitar 50%. Dominasi pekerja 
yang berlatar belakang pendidikan menengah (SMA dan SMK) tidak terelakkan 
mengingat sebagian besar lulusan pendidikan menengah masuk dunia kerja dan 
hanya sebagian kecil yang dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, 
salah satu kendalanya terutama karena keterbatasan daya tampung (Ditjen 
Dikmen, 2012).  
Hal tersebut sejalan dengan laporan Satgas Pengembangan Pendidikan 
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Global bahwa “Dalam jangka 20 tahun yang akan datang, melalui berbagai 
kebijakan pendidikan yang dilaksanakan pada saat ini, tingkat pendidikan 
angkatan kerja Indonesia diharapkan akan berubah”, yang pada gilirannya akan 
menjadi solusi bagi usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan dominasi tenaga 
kerja yang berpendidikan menengah ini juga dapat menjadi solusi bagi 
pengangguran (Ditjen Dikmen, 2012). 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat 
digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap 
oleh pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung menurun bila 
dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu dari TPT Februari 2016 sebesar 5,50% 
menjadi 5,33% pada Februari 2017 (Badan Pusat Statistik, 2017). Dilihat dari 
daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di 
perdesaan. Pada Februari 2017, TPT di perkotaan sebesar 6,50%, sedangkan 
TPT pada wilayah perdesaan sebesar 4,00% (Badan Pusat Statistik, 2017). 
Jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT pada 
Februari 2017 adalah: pendidikan SD kebawah 3,54%, Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) 5,36%, Diploma I/II/III 6,35%, dan pendidikan tingkat 
Universitas 4,98%, Sekolah Menengah Atas (SMA) 7,03% dan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) 9,27%. (Badan Pusat Statistik, 2017). Hal ini 
menunjukkan bahwa TPT untuk pendidikan SMK menempati posisi tertinggi, 
kedua SMA dan TPT terendah adalah pendidikan SD kebawah. Demikian pula 
halnya yang terjadi di Jawa Barat, dimana selama tiga tahun terakhir, Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah 
Kejuruan merupakan TPT tertinggi jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan 
lain (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2017). Salah satu penyebabnya 
adalah adanya miss and match antara kualifikasi lulusan SMK dengan kebutuhan 
pasar kerja (Kompas.com, 2017). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja 
yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan SMK. Penganggur dengan 
pendidikan SMK sudah mempunyai keahlian, oleh karena itu, pemerintah daerah 
dapat memberikan peluang bagi mereka untuk memanfaatkan keahliannya (Badan 
Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2017). Kepala Badan Perencanaan 
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salah dengan pendidikan vokasi (pekerjaan sesuai keahlian) di Indonesia. Hal itu 
dikarenakan lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) justru mendominasi 
jumlah pengangguran. Bambang menjelaskan, kurikulum pendidikan vokasi 
menjadi salah satu faktor penentu mengapa justru banyak lulusan SMK yang 
menganggur. Dia menilai, bisa jadi kurikulum yang dipakai sudah tidak cocok 
dengan kondisi dunia usaha saat ini, di mana banyak bermunculan lapangan kerja 
baru yang butuh keahlian tertentu. Dari sisi pencari tenaga kerja, menurut 
Bambang, juga melihat belum ada yang spesial dari lulusan SMK. Sehingga, 
mereka mencari karyawan justru dari lulusan yang menempuh pendidikan umum, 
seperti SMA (Sekolah Menengah Atas). (Kompas.com, 2017). Perusahaan lebih 
memilih mereka yang siap latih karena dinamika pekerjaan yang demikian cepat 
dalam era persaingan global sehingga diperlukan calon pekerja yang adaptif 
mampu mengikuti perkembangan (Usman & Darmono, 2016). 
Selama ini diasosiasikan bahwa tingginya angka pengangguran 
disebabkan oleh sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia (Ditjen Dikmen, 
2012). Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena rendahnya kompetensi 
pencari kerja dan rendahnya relevansi pendidikan menjadi salah satu faktor 
penyebab tingginya angka pengangguran tersebut (ILO, 2003; Tandon, 2011; 
Kompas.com, 2017). Selain itu, industri juga lebih menyukai lulusan SMA karena 
dianggap lebih mumpuni dalam hal cognitive skills, meskipun mereka pada 
mulanya belum memiliki keterampilan khusus dan keahlian teknis. Dengan 
cognitive skills lebih tinggi, lulusan SMA justru lebih mampu beradaptasi dengan 
mudah dan cepat di dunia usaha/industri (Usman & Darmono, 2016). Hal ini 
sejalan dengan yang dikemukakan Tandon (2011) bahwa keterampilan tenaga 
kerja Indonesia belum berkembang seiring dengan tuntutan pasar tenaga kerja. 
Pendapat senada dikemukakan oleh Varghese (1988) bahwa tingkat pendidikan 
individu berperan penting dalam menentukan pekerjaan dan penghasilan yang ia 
dapatkan. Dengan demikian, hubungan pendidikan dengan pekerjaan dibentuk 
melalui keterampilan yang dikembangkan melalui pendidikan. Masalah relevansi 
pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, dan pada 
gilirannya “pendidikan dengan relevansi rendah akan mengakibatkan tingginya 
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Kerja, 2011a). Gambaran kondisi tersebut merupakan salah satu permasalahan 
yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia yang perlu segera diatasi, karena 
rendahnya kompetensi lulusan dan rendahnya relevansi pendidikan bisa diartikan 
belum tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti diamanatkan dalam UUD 
1945. Upaya memperbaiki tingkat kompetensi lulusan dan relevansi pendidikan 
tersebut akan memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan 
produktivitas, daya saing dan pertumbuhan (Becker, 1993; Hughes, 2005; Elder, 
2014), yang pada gilirannya akan terciptanya lapangan kerja baru. Hal ini seiring 
dengan perubahan situasi dan kondisi saat ini yang menuntut profesionalisme di 
segala bidang termasuk dunia pendidikan dan dunia usaha.  
Merespon tuntutan tersebut, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah telah menetapkan 
pembangunan pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2005-2025 yang disusun dalam empat tahapan RPJMN. Pembangunan 
pendidikan menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2010-2014, 
yang mana disebutkan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam 
pembangunan ekonomi dan sosial, dimana tingkat pendidikan memiliki korelasi 
tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Seng, 2007; Bray & 
Varghese, 2011; Ditjen Dikmen, 2012). Hal ini senada dengan hasil dari beberapa 
penelitian, yaitu bahwa salah satu komponen yang paling penting dari kualitas 
manusia adalah pendidikan. Karena pendidikan secara positif terkait dengan akses 
terhadap kesempatan kerja yang lebih baik, pencapaian pendidikan merupakan 
salah satu sarana utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi (Phillips, 1961; ADB, ILO, and IDB, 2010; Bray & 
Varghese, 2011; ILO, 2012).  
Mengacu kepada uraian di atas serta memerhatikan arti pentingnya 
pendidikan sebagai sarana pembentuk sumber daya manusia yang berkualitas 
maka negara melalui UUD 1945 pasal 31 telah mengamanatkan suatu sistem 
pendidikan nasional, dalam hal ini sistem pendidikan nasional senantiasa harus 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di 
tingkat lokal, nasional, maupun global. Pembangunan pendidikan merupakan 
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kemiskinan serta pengangguran (ILO, 2012). Oleh karenanya “penyediaan 
pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial 
ekonomi Indonesia pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi.” (UU No 
17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025). Sejalan dengan hal itu, salah satu 
strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
Indonesia, khususnya tenaga terampil tingkat menengah adalah dengan 
pengembangan pendidikan kejuruan melalui upaya peningkatan mutu dan 
relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Peningkatan relevansi pendidikan 
merupakan kebijakan yang ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih 
berorientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan 
industri. Oleh sebab itu, relevansi pendidikan diarahkan supaya peserta didik, baik 
di tingkat pendidikan menengah, terutama kejuruan maupun di tingkat pendidikan 
tinggi siap memasuki dunia kerja dengan memiliki kualifikasi atau keahlian sesuai 
dengan tuntutan dunia kerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan Bukodi (2010) tentang “the impact of qualifications on social class in 
seven post-communist countries” di Eropa Timur yaitu: permintaan kualifikasi 
pekerja di semua negara terjadi secara bersamaan terlebih di era pasca-komunis 
yang salah satunya disebabkan karena adanya permintaan tingkat kualifikasi di 
pasar tenaga kerja pada masa transisi.  
Salah satu bentuk pendidikan yang diarahkan untuk menyiapkan tenaga 
menengah yang terampil adalah pendidikan kejuruan, di mana. “VET is designed 
to prepare individuals for a vocation or a specialised occupation and so is 
directly linked with a nation’s productivity and competitiveness” (CEDEFOP, 
2011, hal. 6). Di Indonesia, Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan pada 
jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk 
melaksanakan jenis pekerjaan tertentu, dengan tujuan dan tugas utamanya adalah 
mempersiapkan lulusannya untuk memasuki lapangan kerja serta 
mengembangkan sikap profesional dalam mengisi keperluan tenaga terampil 
tingkat menengah (UU No 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 
1990). Kemudian dipertegas melalui PP No 17 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 15 
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yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 
sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 
hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs” (Peraturan Pemerintah, 
2010). 
Kenyataan yang dihadapi dalam mempersiapkan lulusannya, SMK 
seringkali menemui masalah, antara lain adalah kesesuaian program keahlian yang 
dipelajari di SMK dengan bidang pekerjaan lulusan serta kesenjangan antara 
kompetensi yang dihasilkan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia 
usaha/industri (DU/DI). Adanya kesenjangan tersebut dapat dilihat dari salah satu 
indikasi masih rendahnya daya serap tenaga kerja lulusan SMK oleh DU/DI 
(Pusat Penelitian, Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, 2009). Dalam konteks yang 
lebih luas, Slamet P.H. (2013) mengemukakan kelemahan-kelemahan kondisi 
SMK saat ini yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) hanya 
menyelenggarakan fungsi tunggal yaitu menyiapkan siswanya untuk bekerja pada 
bidang tertentu sebagai karyawan; (2) lemah dalam menyiapkan siswanya untuk 
menjadi wirausahawan; (3) lambat daya tanggapnya terhadap dinamika tuntutan 
pembangunan ekonomi; (4) belum optimal keselarasannya dengan dunia kerja; 
dan (5) belum ada kepastian jaminan terhadap siswanya untuk memperoleh 
pekerjaan yang layak. Pendapat senada dikemukakan oleh Atchoarena & 
Grootings (2009) menyangkut beberapa masalah yang sama dan terus terjadi 
seperti kebutuhan akan fleksibilitas pekerjaan mengingat adanya perubahan pada 
pasar produk, teknologi dan organisasi kerja; peran negara dengan sektor swasta; 
efisiensi dan efektivitas akan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara umum. Di 
samping keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada, kondisi tersebut pada 
gilirannya akan mengakibatkan terjadinya pengangguran terbuka. Untuk itu, maka 
berbagai tantangan dan permasalahan terkait mutu, relevansi dan daya saing 
pendidikan yang dihadapi SMK perlu dicarikan alternatif pemecahannya (Pusat 
Penelitian, Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, 2009). Terlebih SMK diharapkan 
memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menanggapi tuntutan eksternal 
berikut: (1) rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN); (2) cetak 
biru pembangunan pendidikan nasional; (3) master plan percepatan dan perluasan 
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masyarakat, khususnya dunia kerja; (5) kemajuan teknologi; dan (6) tuntutan 
globalisasi (Slamet, P.H., 2013). 
Upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan, tugas dan fungsi 
pendidikan menengah kejuruan tersebut, salah satunya adalah meningkatkan 
kualitas dan kuantitas SMK secara proporsional, termasuk penataan bidang 
keahlian dan program studi di SMK serta fasilitas magang agar relevan dengan 
kebutuhan dunia kerja (Pusat Penelitian, Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, 
2009). Hal ini dilakukan agar lulusan SMK mampu bersaing dengan lulusan 
pendidikan lain yang setara untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja, terlebih 
lagi dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing setelah terwujudnya  
ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, yaitu kawasan ASEAN 
menjadi kawasan dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja 
terampil dan aliran modal yang lebih bebas (ASEAN, 2014). Situasi dan kondisi 
tersebut merupakan tantangan dan sekaligus peluang yang harus diantisipasi, 
karena “ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal di 
mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta 
arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN” (Bustami, 2009).  
Keberadaan pendidikan kejuruan di Indonesia mendapat perhatian dari 
pemerintah, hal ini terlihat dari tekad pemerintah untuk membangun pendidikan 
kejuruan dengan investasi besar-besaran dalam membangun sekolah-sekolah yang 
baru, merehabilitasi dan meningkatkan sekolah-sekolah yang telah ada untuk 
mendukung komitmen nasional dalam memajukan pembangunan ekonomi 
(Supriadi, 2002; Soenaryo, 2002; Bakri, 1996; Suwarna, 2002a). Terkait dengan 
hasil kebijakan tersebut hasil-hasil positif mulai tampak, paling tidak perubahan 
secara kuantitatif di mana jumlah sekolah dan penerimaan siswa meningkat secara 
signifikan (Bakri, 1996; Pakpahan, 2002). Peningkatan secara kuantitatif tersebut 
sejalan dengan trend yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik sejak tahun 2000 (Choi, 
2013). Momentum pertumbuhan secara kuantitatif pendidikan kejuruan tersebut 
mulai dirasakan tersendat sejak dimulainya otonomi daerah tahun 2001 (Supriadi, 
2002).  
Pada beberapa dekade yang lalu, perbandingan keberadaan SMA masih 
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perkembangan jumlah siswa di SMA jauh lebih cepat dibandingkan dengan di 
SMK. Hal ini terlihat dari jumlah siswa SMA hampir dua kali lipat dari siswa 
SMK (Kemendikbud, 2013). Pada tahun 2004, Kemendikbud memiliki kebijakan 
pengembangan SMK untuk membalik rasio peserta didik SMK dibanding SMA 
dari 30:70 pada akhir tahun 2004 menjadi 67:33 pada tahun 2014. Kebijakan ini 
ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorentasi pada pemenuhan dunia 
kerja serta kebutuhan dunia usaha dan industri. (Kemendikbud, 2013). Upaya 
pemerintah untuk mencapai target kebijakan tersebut, selain memperlebar akses 
ke pendidikan menengah kejuruan, juga mendorong lulusan tingkat SMP untuk 
melanjutkan ke SMK. Dorongan ini bertujuan untuk mencetak sumber daya 
manusia yang siap kerja seiring dengan upaya mengurangi jumlah pengangguran 
di usia produktif dan menekan angka kemiskinan (Akuntoro, 2013). Terkait 
dengah hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah diantaranya 
dengan memfasilitasi pendirian SMK-SMK baru, pendirian SMK Kecil, maupun 
diversifikasi bidang, program dan kompetensi keahlian yang ada di SMK. 
Pendapat senada dikemukakan oleh Wakil Presiden RI Boediono, bahwa tujuan 
pemerintah memperbanyak SMK adalah agar bermanfaat bagi penciptaan tenaga 
kerja dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Kompas, 28 Oktober 2010).  
Namun realitas yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa 
SMK masih menjadi sekolah pilihan kedua setelah SMA (Venkatram, 2012; 
ADB, 2008; Lembaga Demografi-FEUI, 2010; Situmorang, Sutarno, & 
Jokosumbodo, 2002; Brotosiswojo, 2002; Choi, 2013). Di mana siswa yang 
masuk SMK sebagian besar adalah siswa yang tidak diterima di SMA (Klaus 
Ruth, Philipp Grollmann, 2009). Hasil penelitian Nazara & Wicaksono (2008) dan 
Lembaga Demografi-FEUI (2010) menemukan bahwa para siswa lulusan SMP 
masih menganggap SMA lebih superior terutama karena fleksibilitas dalam 
bidang pekerjaan serta kemungkinan yang lebih besar untuk melanjutkan 
pendidikan yang lebih tinggi. Sementara lulusan SMK dianggap lebih 
dipersiapkan untuk langsung bekerja, bukan untuk melanjutkan pendidikan ke 
perguruan tinggi. Pendapat senada dikemukakan oleh Atchoarena dan Grootings 
(2009) yaitu rendahnya status pendidikan kejuruan jika dibandingkan dengan 
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kuantitas dan relevansi (D Meirawan, 2018). 
Hasil studi yang dilakukan oleh Lembaga Demografi FEUI pada tahun 
2009 menunjukkan bahwa pengembangan atau ekspansi SMK sangat tergantung 
dari peningkatan kualitas SMK itu sendiri. Peningkatan peminat terhadap SMK 
merupakan hasil perbaikan dari pencitraan SMK, kompetensi lulusan SMK, daya 
serap lulusan SMK, kemampuan lulusan SMK untuk berwirausaha serta relevansi 
kompetensi lulusan dalam memanfaatkan potensi lokal (Lembaga Demografi-
FEUI, 2010) 
Proporsi SMK dengan SMA sampai tahun 2016 berdasarkan data 
pendidikan tingkat nasional tahun 2015/2016 adalah seperti terlihat pada Tabel 1. 
2. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2016),  
Tabel 1. 2 Proporsi SMK dengan SMA Tingkat Nasional Tahun 2015/2016 
 
SMA SMK Rasio (%) 
TOTAL 
Jumlah (%) Jumlah (%) SMK SMA 
Sekolah 12.689   12.659   49,94 50,06 25.348 
Negeri (N) 6.355 50,08 3.320 26,23 34,32 65,68 9.675 
Swasta (S) 6.334 49,2 9.339 73,77 59,59 40,41 15.673 
Siswa 4.312.407    4.334.987    50,13 49,87 8.647.394 
Negeri (N) 3.174.888  74 1.825.155  42,10 36,50 63,50 5.000.043 
Swasta (S) 1.137.519  26 2.509.832  57,90 68,81 31,19 3.647.351 
Sumber: Diolah dari Ikhtisar Data Pendidikan Tingkat Nasional Tahun 2015/2016 (Pusat 
Data dan Statistik Pendidikan, 2016). 
Data pada Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa secara nasional jumlah 
siswa SMK lebih banyak 0,26% (22,580) dari jumlah siswa SMA, sementara 
berdasarkan jumlah sekolah,  proporsi SMA lebih besar 0,12% (30) dari jumlah 
SMK. Namun bila ditelusuri berdasarkan status sekolah, proporsi jumlah SMK 
negeri dengan SMK swasta adalah 1 : 2,81, sementara jumlah siswanya 1 : 1,38. 
Sedangkan proporsi antara SMA negeri dengan swasta menunjukkan hal yang 
sebaliknya, yaitu jumlah sekolah hampir sama, sementara jumlah siswa SMA 
negeri dua kali lebih banyak dari siswa SMA swasta (2 : 1). Secara kuantitatif, 
gambaran tersebut memperlihatkan bahwa dalam mengembangkan SMK banyak 
melibatkan peran serta masyarakat, yang salah satu indikatornya adalah 
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Keadaan ini pada satu sisi tentu sangat menggembirakan, dimana 
masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan SMK, khususnya 
SMK Swasta. Namun, pada sisi lain, pembangunan SMK tidak dilengkapi dengan 
sarana dan prasarana yang memadai, dan bahkan banyak sekolah yang tidak 
memiliki sarana dan prasarana minimum yang mutlak harus dimiliki, sehingga 
terpaksa meminjam ruang kelas SD dan SMP untuk kegiatan belajar mengajar 
karena ruang kelas yang terbatas. Selain meminjam ruang, SMK yang tidak 
memiliki laboratorium dan bengkel akhirnya menumpang di sekolah lain (Ditjen 
Dikmen, 2012). Fenomena lain dalam pengembangan SMK dewasa ini adalah 
masih dilakukan berdasarkan animo masyarakat dengan bidang keahlian yang 
sedang trend, dan belum mengembangkan potensi lokal yang menjadi kekuatan 
wilayah masing-masing (Ditjen Dikmen, 2012), padahal Indonesia memiliki 
sumberdaya kekayaan alam yang berlimpah dan beragam. Sementara itu, jika 
dilihat dari sebaran lokasi sekolah menurut Widodo (2014), fenomena yang ada 
menunjukkan bahwa banyak sekali lokasi sekolah yang tidak tepat karena terletak 
di dekat pusat-pusat keramaian seperti pasar, terminal atau pun yang terkena 
dampak banjir dan rawan bencana sehingga mengganggu proses pembelajaran. 
Selain itu banyak juga lokasi sekolah SMK yang sulit untuk dijangkau karena 
lokasi yang tidak didukung oleh sarana transportasi umum dan jauh dari tempat 
praktek kerja industri (prakerin) sebagai mitra pendidikan. Kenyataan tersebut 
menunjukkan masih lemahnya perencanaan pendidikan dalam menentukan lokasi 
sekolah. (Widodo, 2014). Kekhawatiran yang muncul dari kondisi tersebut adalah 
apabila tidak dilakukan pengendalian mutu dan perencanaan yang didasarkan atas 
kebutuhan optimal sekolah menengah kejuruan, maka akan berdampak pada 
kualitas dan kompetensi lulusan, sehingga pada gilirannya menjadi tidak 
terserapnya lulusan yang dihasilkan oleh pasar kerja. Potensi pendidikan kejuruan 
di Indonesia memang sangat besar untuk mampu menunjang pertumbuhan 
ekonomi, karena pendidikan kejuruan memiliki peran yang krusial dalam 
pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara (Seng, 2007; Maclean, 2013; 
Kemendikbud, 2013). Terkait upaya mendukung pembangunan sosial dan 
ekonomi, pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi memainkan peran 
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serta internasional. Hal ini menuntut pendidikan agar mampu melengkapi 
lulusannya untuk memiliki keterampilan teknis (hard skill) dan kemampuan untuk 
berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama dalam tim yang dirangkum 
sebagai keterampilan lunak (soft skill) (Bappenas, 2009; Ditjen Dikmen, 2012). 
Pendidikan kejuruan dapat berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi jika 
keselarasannya dengan dunia kerja di sekitarnya diupayakan secara terus-menerus, 
baik dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, maupun waktu. Pendidikan 
kejuruan juga akan berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi jika mampu 
mengintegrasikan program-programnya dengan keberadaan regulasi, kebijakan, 
perencanaan, dan penganggaran pemerintah di era otonomi daerah seperti saat ini 
(Slamet, P. H., 2011). Pada gilirannya, apabila seluruh atau sebagian besar lulusan 
tersebut memiliki kesiapan yang memadai sesuai dengan tuntutan dunia 
usaha/industri, maka mereka akan merupakan asset ekonomi yang sangat penting 
dalam menghadapi era persaingan global (Supriadi, 2002). 
Memerhatikan betapa pentingnya peran pendidikan kejuruan, pada satu 
sisi merupakan faktor yang secara signifikan mampu meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia (SDM), di sisi lain dihadapkan pada tantangan dan 
permasalahan yang kompleks, oleh karena itu dalam pengembangan SMK 
memerlukan perencanaan yang komprehensif dan pertimbangan yang lebih 
mendalam (Satgas Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan, 2002), 
sehingga pada gilirannya apa yang sudah digariskan dan dicita-citakan dapat 
terwujud. Terkait hal ini, salah satu simpulan seminar nasional pendidikan tahun 
2010 tentang penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja, yaitu: “Perlu adanya 
upaya untuk mengidentifikasi potensi daerah dan kebutuhan industri guna 
ditindaklanjuti dalam pengembangan SMK“ (Seminar Nasional Pendidikan, 2010, 
hal. 17). Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “pemerintah daerah 
berkewajiban untuk mengembangkan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah menjadi berbasis keunggulan lokal, yang mengacu pada 
penyesuaian program dan kegiatan pendidikan yang menunjang pengembangan 
kompetensi yang berbasis potensi sosial, ekonomi, dan/atau budaya unggulan 
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penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana SMK yang berbasis keunggulan 
lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh provinsi, 
kabupaten, dan kota (Kemendikbud, 2013), sehingga pada gilirannya dapat 
menjadi sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Lebih jauh lagi, dalam 
mengantisipasi sejak tahun 2003, AFTA telah diberlakukan secara bertahap di 
lingkup negara-negara ASEAN, dan perdagangan bebas sudah berlangsung 
sepenuhnya mulai tahun 2008. Selanjutnya, mulai tahun 2010 perdagangan bebas 
di seluruh wilayah Asia Pasifik akan dilaksanakan. Dalam kaitan itu, tantangan 
bagi daerah-daerah ialah menyiapkan diri menghadapi pasar global untuk 
mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari 
persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Oleh 
karena itu, tantangannya ialah memanfaatkan potensi dan peluang keunggulan di 
masing-masing daerah dalam rangka mendukung daya saing nasional sekaligus 
meminimalkan dampak negatif globalisasi. Berbagai potensi kekayaan alam di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih belum diolah dan 
diberdayakan secara optimal. Untuk mengelola potensi kekayaan alam tersebut 
perlu penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, terutama sebagai 
calon tenaga kerja menengah yang terampil dengan cara mengembangkan sekolah 
kejuruan (SMK) unggulan di daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan 
pembangunan daerah setempat (Subijanto, 2011). Hal ini sejalan dengan temuan 
penelitian yang dilakukan oleh Bappenas (2009) yaitu: secara nasional kondisi 
lapangan pekerjaan utama sekitar 47% adalah lapangan pekerjaan pada bidang 
pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, sedangkan lapangan pekerjaan 
utama bidang-bidang lainnya berada diantara 0-20%. Sementara potensi lapangan 
pekerjaan utama ke dua adalah bidang perdagangan besar, eceran, rumah makan, 
dan hotel sebesar 16,97% dan diikuti bidang jasa kemasyarakatan, sosial dan 
perorangan (13%) serta bidang industri pengolahan sebesar 8,6%. Namun, apabila 
dihubungkan dengan tingkat lulusan SMK, potensi lapangan pekerjaan utama 
pada bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yang besar tidak 
diimbangi oleh kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan bidang studi 
keahlian yang ada di SMK.  
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lulusan SMK dan lapangan pekerjaan yang tersedia belum seimbang. Dengan 
demikian pengembangan satuan pendidikan (SMK) berbasis keunggulan 
daerah/lokal perlu mendapat penekanan (Depdiknas, 2009). Dimana, 
pengembangan SMK dewasa ini masih dilakukan berdasarkan animo masyarakat 
dengan program keahlian yang sedang trend, sehingga lulusan SMK cenderung 
memilih untuk mencari kerja di daerah perkotaan pada sektor formal. Kondisi 
seperti ini mengakibatkan perkembangan daerah menjadi lambat karena tenaga-
tenaga terampil yang mestinya bisa diarahkan untuk membangun daerahnya malah 
memilih untuk bekerja di daerah lain. Mungkin akan berbeda kondisinya jika 
pengembangan SMK diarahkan pada pengembangan berbasis potensi wilayah. 
Rekomendasi hasil penelitian Bappenas menyebutkan bahwa: “Secara nasional, 
dalam upaya meningkatkan angkatan kerja yang terampil, diperlukan peningkatan 
akses dan kualitas pendidikan menengah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap 
memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan” (Bappenas, 2009, hal. 
100). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, yaitu “pemerintah akan membangun sekolah menengah kejuruan 
sesuai potensi daerah. Itu akan membuat lulusan SMK tetap bisa berkiprah di 
daerahnya, tak perlu berpindah ke daerah lain untuk mencari kerja”. Di samping 
itu, “SMK tak hanya akan dijadikan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan 
siswa, tetapi juga bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk pegembangan ekonomi 
mereka” (Kompas, 04 Mei 2015).  
Memerhatikan betapa pentingnya peran pendidikan kejuruan, dimana 
pada satu sisi merupakan faktor yang secara signifikan mampu meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia (SDM), namun di sisi lain dihadapkan pada 
tantangan dan permasalahan yang kompleks, maka oleh karena itu dalam 
pembangunan dan pengembangannya memerlukan perencanaan yang 
komprehensif sehingga pada gilirannya apa yang sudah digariskan dan dicita-
citakan dapat terwujud.  
B. Identifikasi Masalah 
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aspek penting lainnya adalah relevansi bidang atau program kejuruan yang akan 
dibuka dengan tuntutan/kebutuhan dunia kerja dan potensi daerah. Oleh 
karenanya setiap daerah dituntut mampu merencanakan jumlah dan jenis program 
kejuruan yang akan dikembangkan kedepan. 
Keberadaan pendidikan kejuruan (SMK) sebagai bagian dari 
pengembangan sistem ekonomi, akan terkait dengan beberapa faktor perlu 
pertimbangan dalam menentukan bidang, program dan kompetensi keahlian yang 
akan dibuka di SMK. Faktor-faktor tersebut, antara lain: pertumbuhan sektor 
ekonomi, ketenagakerjaan, rencana pembangunan daerah (RPJM dan RPJP), serta 
kondisi eksisting SMK. Berdasarkan dari gambaran hasil analisis faktor-faktor 
tersebut, maka dapat menentukan bidang, program serta kompetensi keahlian yang 
layak untuk dibuka sesuai potensi maupun karakteristik masing-masing daerah 
sebagai SMK unggulan berbasis potensi daerah. 
 Bertolak dari paparan latar belakang di atas, kesenjangan atau 
permasalahan yang dihadapi SMK secara umum dapat diidentifikasi antara lain 
sebagai berikut: 
1. Daya tampung SMK belum meningkat secara signifikan karena dukungan 
akses SMK yang terbatas, dan belum tersebar merata masih terpusat di lokasi 
tertentu, terutama di kota (Direktorat PSMK, 2015). 
2. Animo lulusan SLTP yang mau masuk ke SMK dari tahun ke tahun terus 
meningkat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), namun SMK 
masih menjadi sekolah pilihan kedua setelah SMA (Venkatram, 2012; 
Lembaga Demografi-FEUI, 2010; Choi, 2013; Sziraczki, G., & Reerink, A., 
2004; Subijanto, 2011; ADB, 2008). Hal ini mengandung makna bahwa siswa 
yang masuk ke SMK karena tidak diterima di SMA. 
3. Pengembangan SMK berdasarkan animo masyarakat dengan bidang keahlian 
yang sedang trend dan belum mengembangkan potensi lokal yang menjadi 
kekuatan daerah masing-masing (Ditjen Dikmen, 2012). 
4. Biaya pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan di SMK lebih mahal 
dibanding SMA, dan ini berdampak pada sarana dan prasarana pembelajaran 
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5. Dalam mempersiapkan lulusannya, kenyataan yang dihadapi SMK seringkali 
menemui masalah, antara lain adalah kesesuaian program keahlian yang 
dipelajari di SMK dengan bidang pekerjaan lulusan (relevansi) serta 
kesenjangan antara kompetensi yang dihasilkan SMK dengan kompetensi 
yang dibutuhkan dunia usaha/industri (DU/DI) (D Meirawan, 2018), di 
samping terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, yang pada gilirannya akan 
mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran terdidik  
6. Dalam upaya meningkatkan angkatan kerja yang terampil, diperlukan 
peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah kejuruan yang sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal (daerah) untuk 
menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos 
kewirausahaan. 
C. Pembatasan Masalah 
Gambaran pada uraian sebelumnya memperlihatkan bahwa pendidikan 
kejuruan, khususnya sekolah menengah kejuruan, dalam penyelenggaraannya 
mempunyai keterkaitan yang sangat luas baik dengan unsur di luar sekolah yang 
terlihat dari berbagai kepentingan dengan lulusan sekolah, maupun keterkaitan 
antara komponen yang ada di lingkungan sekolah dalam upaya merespon 
menyiapkan lulusan yang sesuai dengan harapan yang membutuhkan. 
Dalam era otonomi daerah, kebijakan merubah proporsi SMA dengan 
SMK tentu akan mendorong dan bahkan menuntut setiap pemerintah daerah untuk 
menata dan memenuhi kesesuaian jumlah tersebut. Oleh karenanya menjadi tugas 
daerah untuk merancang, mengkoordinasi, menyelenggarakan, dan mengevaluasi 
kesesuaian proporsi sekolah kejuruan dan sekolah umum tersebut. Dengan 
memerhatikan karakteristik masing-masing diharapkan daerah tidak melakukan 
kesalahan baik dalam hal menentukan jumlah, bidang, program dan kompetensi 
keahlian, serta pengelolaan, pembiayaan, pengendalian mutu hingga evaluasinya. 
Hal ini mengingat untuk membangun sebuah SMK diperlukan sumberdaya dan 
sumberdana yang tidak sedikit, bahkan beberapa kali lipatnya dibandingkan 
dengan mendirikan SMA. Salah satu aspek yang penting diperhatikan adalah 
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daerah, mengoptimalkan potensi daerah serta meningkatkan peluang kerja lulusan. 
Untuk mengetahui potensi sektor-sektor ekonomi yang potensial dikembangkan, 
maka perlu dilakukan analisis komparatif dan kompetitif untuk mengidentifikasi 
kekuatan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Disamping itu, perlu juga 
dilakukan analisis terhadap kondisi eksisting SMK, baik sebarannya maupun 
bidang, program dan kompetensi keahlian yang ada. 
Mengacu kepada uraian di atas, maka fokus kajian dalam penelitian ini 
yaitu tentang pengembangan sekolah menengah kejuruan yang berbasis pada 
potensi daerah di Kabupaten Garut Jawa Barat. 
D. Rumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang dan identifikasi serta pembatasan masalah 
tersebut di atas, masalah dalam penelitian adalah ini dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana deskripsi potensi yang menjadi unggulan Kabupaten Garut? 
2. Bagaimana kondisi eksisting Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten 
Garut? 
3. Bagaimanakah pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis potensi 
daerah di Kabupaten Garut? 
E. Tujuan Penelitian 
Dalam konteks pengembangan SMK, daerah memiliki kewenangan 
menentukan kebijakan pengembangan program pendidikan SMK yang sesuai 
dengan konteks daerah serta selaras dengan visi dan misi pendidikan nasional. 
Program pendidikan SMK diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja atau 
sumber daya manusia (SDM) yang lebih produktif dan mampu mendayagunakan 
potensi perekonomian daerah, mampu memperbesar perputaran perekonomian, 
sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan kemandirian daerah. 
Mengacu kepada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 
untuk: 
1. Mendeskripsikan potensi unggulan sebagai penggerak perekonomian di 
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2. Mendeskripsikan kondisi eksisting sebaran Sekolah Menengah Kejuruan di 
Kabupaten Garut 
3. Merumuskan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan 
potensi daerah Kabupaten Garut.  
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian tentang analisis kebutuhan program kejuruan yang diperlukan 
daerah penting dilakukan guna mendapatkan gambaran obyektif dan data akurat 
sebagai bahan pertimbangan. Dengan kesesuaian program kejuruan dan 
karakteristik serta potensi daerah diharapkan mampu meningkatkan lapangan 
usaha bagi lulusan SMK yang dapat berdampak pada kemajuan daerah tersebut. 
1. Manfaat Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk pengayaan dan 
pengembangan teori perencanaan pendidikan, khususnya dalam perencanaan 
pengembangan pendidikan menengah kejuruan. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan akan bermanfaat untuk 
meningkatkan dan menyempurnakan praktik perencanaan pengembangan 
pendidikan menengah kejuruan. Di samping itu, juga sebagai bahan masukan bagi 
pemangku kebijakan, baik tingkat pusat, regional, maupun daerah dalam 
pengembangan sekolah menengah kejuruan, terlebih dalam era otonomi daerah 
dewasa ini.  
